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RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO TAHUN 2018

SASARAN STRATEGIS
NO TARGET Ket
TAHUNAN
Uraian Indikator Kinerja Program Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran
1 a. Persentase sisa perkara 100% - Pembinaan dan DDTK {Terselenggaranya proses - -
yang diselesaikan Meningkatkan proses keadilan yang pasti,
persidangan transparan dan akuntabel
- Optimalisasi penggunaan
aplikasi SIPP
b. Persentase perkara yang 90% - Pembinaan dan DDTK {Terselenggaranya - -
diselesaikan tepat waktu Meningkatkan proses penyelesaian perkara yang
persidangan sederhana, tepat waktu,
- Optimalisasi penggunaan transparan dan akuntabel
aplikasi SIPP
c. Persentase penurunan sisa 30% - Pembinaan dan DDTK Terselenggaranya proses - -
) perkara - Meningkatkan proses keadilan yang pasti,
Terwujudnya Proses persidangan transparan dan akuntabel
Peradilan yang Pasti, Optimalisasi penggunaan
Transparan dan aplikasi SIPP
Akuntabel
d. Persentase perkara yang 95% - Pembinaan dan DDTK Terselenggaranya kualitas - -
Tidak Mengajukan Upaya - Optimalisasi penggunaan putusan yang memenuhi rasa
Hukum : aplikasi SIPP keadilan kepada masyarakat
- Banding Percepatan penyelesaian
- Kasasi putusan
-PK
e. Index responden pencari 65% - Koordinasi, evaluasi dan Tercapainya kepuasan pencari - -

keadilan yang puas
terhadap layanan peradilan

pengawasan
- Perbaikan SOP

keadilan pada layanan
peradilan atas hasil
pengukuran Index Kepuasan
Masyarakat (IKM)




SASARAN STRATEGIS
NO TARGET Ket
TAHUNAN
Uraian Indikator Kinerja Program Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran
2 . Persentase isi putusan yang 100% - Pembinaan dan DDTK - -
diterima oleh para pihak - Penyempurnaan SOP
tepat waktu Optimalisasi penggunaan
aplikasi SIPP
. Persentase Perkara yang 80% - Koordinasi, evaluasi dan - -
Diselesaikan melalui pengawasan
Mediasi Perbaikan MOU
. Persentase berkas perkara 100% - Pembinaan dan DDTK - -
Terwujudnya yang Qimohonkan Banding, Progrgm Penjngka.tan - O.ptin.lalisasi penggunaan
Peningkatan K.as.a51 dan PK yang Manajemen Peradilan (aplikasi SIPP . | Terselenggaranya efektifitas
Efektifitas diajukan secara lengkap Agama Percepatan penyelesaian pengelolaan penyelesaian
Pencelolaan dan tepat waktu (005.04.08) putusan rkara
2 p
Penyelesaian Perkara
. Persentase putusan yang 100% - Pembinaan dan DDTK - -
menarik perhatian - Meningkatkan proses
masyarakat (ekonomi persidangan
syariah) yang dapat diakses Optimalisasi penggunaan
secara online dalam waktu aplikasi direktori putusan
1 hari sejak diputus MARI
3 . Persentase Perkara Prodeo 100% Bantuan pembebasan biaya Terselenggaranya mutu Rp. 6.000.000,- DIPA 04
yang diselesaikan perkara pelayanan penerimaan dan
penyelesaian perkara miskin
dan terpinggir serta
peningkatan intensitas
pelaksanaan persidangan
secara tepat waktu
penyelesaian perkara
. Persentase Perkara yang 100% Penyelesaian perkara di luar | Terselenggaranya perkara Rp. 45.000.000,- DIPA 04

Meningkatnya Akses
Peradilan bagi
Masyarakat Miskin

diselesaikan di luar
Gedung Pengadilan

Gedung Peradilan

yang diselesaikan di luar
gedung pengadilan




SASARAN STRATEGIS
NO TARGET Ket
TAHUNAN
Uraian Indikator Kinerja Program Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran
dan Terpinggirkan | c. Persentase Perkara 95% - Pembinaan dan DDTK Terselenggaranya perkara - -
Permohonan (Voluntair) - Meningkatkan proses permohonan (Voluntair)
Identitas Hukum persidangan -|identitas hukum
Optimalisasi penggunaan
aplikasi SIPP
d. Persentase Pencari 95% Layanan bantuan hukum di Persentase pencari keadilan Rp. 24.000.000,- DIPA 04
Keadilan Golongan lingkungan Peradilan Agama |golongan tertentu yang
Tertentu yang Mendapat mendapat layanan bantuan
Layanan Bantuan Hukum hukum (Posbakum)
(Posbakum)
4 [Meningkatnya Persentase Putusan Perkara 100% - Percepatan proses Persentase putusan perkara - -
Kepatuhan Terhadap |Perdata yang Ditindaklanjuti pelaksanaan eksekusi -|perdata yang ditindaklanjuti

Putusan Pengadilan

(dieksekusi)

Koordinasi antar instansi
terkait

(dieksekusi)




